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Abstrak

Kelestarian hutan dan kehidupan ekonomi masyarakat desa hutan merupakan dua 

isu penting.  Pada saat muncul masalah kerusakan hutan, seringkali yang dianggap 

penyebabnya adalah  masyarakat desa hutan. Terkait dengan isu tersebut  muncul 

alternatif  pemanfaatan lahan  hutan  untuk mendukung perekonomian masyarakat  

khususnya di sekitar hutan tanpa menimbulkan gangguan kerusakan hutan yang 

disebut lokasi Pemanfaatan Lahan Di bawah Tegakan. Tujuan artikel ini adalah 

membahas bagaimana perilaku masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan lahan 

di bawah tegakan tanpa menimbulkan gangguan kerusakan hutan. Dalam peneli-

tian ini pendekatan kualitatif  menjadi basisnya, dengan teknik observasi, wawan-

cara, dan dokumentasi dalam pengambilan datanya. Triangulasi sumber sebagai 

teknik validitas data dan analisis interpretatif  sebagai teknik analisisnya.Perilaku 

penduduk sekitar terhadap lingkungan hutan ditunjukkan dengan hal-hal berikut: 

membuka lahan, memanfaatkan  lahan hutan untuk pertanian, menjaga kelestarian 

hutan,  dan menjaga keamanan hutan. Pemanfaatan lokasi ini berpengaruh pada 

kelembagaan dalam masyarakat petani desa hutan. Jenis-jenis tanaman yang ber-

variasi juga mulai dikembangkan baik itu palawija maupun buah-buahan. Peman-

faatan lahan di bawah tegakan ini perlu terus dilakukan sebagai solusi peningkatan 

aspek perekonomian  dan upaya pelestarian hutan.

Abstract

Forest conservation and economic life of  the rural community are two important cross-cutting 

issues in environmental conservation and economic empowerment. When deforestation rises, 

rural communities around the forest are often stereotypes as the cause of  deforestation. To 

address the problem, an alternative is offered. People can  use the land without damaging 

the forest by planting crops under the trees. This planting under trees system can increase 

the community’s economy, especially for the community near the forest. The objective of  this 

article is to discuss the behavior of  rural community in the use of  land under the forest trees 

without causing forest destruction. The study method used id qualitative approach. The result 

of  the research indicates that behavior of  the population around the forest environment can 

be classified in the following: open land, forest land use for agriculture, forest preserve, and 

maintain the security of  the forest. The use of  under trees site for farming has the institutional 

impact on rural farming community forest. The farmers have different the types of  plants 

to develop both the crops and fruits. Land use under this trees stand appears to be successful 

solution to increase the economic welfare on the one side and forest conservation efforts on the 

other side.

© 2011 Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2010

Disetujui Januari 2011

Dipublikasikan Maret 2011

Keywords:

behavioral economics;
forest communities;                       
deforestation.

 Alamat korespondensi: 

    Gedung C7 Lantai 1 FIS UNNES 

    Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

    E-mail: ms_must@gmail.com

ISSN 2086-5465



Moh. Solehatul Mustofa / Komunitas 3 (1) (2011) : 1-11

2

PENDAHULUAN

Kelestarian hutan dan kehidupan eko-

nomi masyarakat desa hutan merupakan dua 

hal yang seringkali menjadi isu  mengemuka. 

Isu kerusakan hutan sering dikaitkan dengan  

sejumlah penduduk sekitar hutan yang men-

galami kesulitan ekonomi, sehingga mereka 

melakukan  penebangan hutan secara liar. 

Terkait dengan isu  tersebut  yang perlu  dike-

tahui adalah  bagaimana perilaku ekonomi 

masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan 

lahan di bawah tegakan ((PLDT) tanpa me-

nimbulkan gangguan kerusakan hutan.  

Fenomena pemanfaatan lahan di ba-

wah tegakan (PLDT) merupakan alternatif  

dalam akses pemanfaatan lahan hutan yang 

diberikan kepada masyarakat sekitar hutan. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pen-

gelolaan sumberdaya hutan bersama masya-

rakat (PHBM). Terkait dengan hal tersebut, 

Bahruni (2007) berpendapat bahwa nilai 

ekonomi total ekosistem hutan berasal dari 

berbagai jenis hasil hutan, mencakup hasil 

hutan kayu dan non kayu, termasuk juga jasa 

fungsi ekologis. PLDT dilakukan oleh masy-

arakat pada awalnya tanpa melalui prosedur 

yang legal. Secara teori, bila pelaksanaannya 

benar pada dasarnya kegiatan ini dapat atau 

merupakan salah satu usaha untuk mengem-

balikan fungsi hutan secara ekologis. Selain 

hal itu, kegiatan PLDT mampu mengenda-

likan potensial untuk tumbuhnya rumput 

ilalang. PLDT merupakan agroforestry yang 

pada dasarnya adalah pola pertanaman yang 

memanfaatkan sinar matahari dan tanah 

untuk meningkatkan produktivitas lahan. 

Selain itu pola tanam agroforestry juga me-

lindungi lahan dari kerusakan dan mencegah 

penurunan kesuburan tanah melalui meka-

nisme alami. Jadi manfaat ganda dari pola 

agroforestry (yang ideal dan konsisten) ada-

lah peningkatan produktivitas dan pemeliha-

raan lingkungan.

Pola pertanaman yang diterapkan pada 

hutan jati di Jawa adalah tumpangsari, yang 

merupakan salah satu pola agroforestry. 

Tumpangsari di hutan jati di Jawa pada das-

arnya sama dengan perladangan berpindah, 

dalam hal: memanfaatkan pembukaan hu-

tan baru yang tanahnya masih subur. Oleh 

sebab itu  tumpangsari sering disebut sebagai 

an improved shifting cultivation. Prinsipnya 

tumpangsari yang konvensional hanya di-

laksanakan selama tanah masih subur (dan 

sinar matahari masih cukup untuk palawija), 

sekitar 2-3 tahun pertama. Jika tidak ada in-

put pemupukan oleh petani maka tumpang-

sari sudah dilakukan selama lebih dari 3 ta-

hun dipastikan menghasilkan produktivitas 

yang rendah. 

Dari pemaparan di atas diperlukan 

pemahaman tentang pemanfaatan lahan hu-

tan  dan perilaku ekonomi petani agar  tidak 

merusak lingkungan. Selama ini para pakar 

skeptis terhadap adanya kesenjangan antara 

pola tanam agroforestry yang dilakukan ma-

syarakat petani untuk memenuhi kebutuhan 

dan mampu menyelamatkan lingkungan. 

Penelitian ini mencoba membahas perilaku  

ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan 

lahan di bawah tegakan (PLDT) yang mam-

pu mengatasi permasalahan kerusakan ling-

kungan.

Menurut Suebu (dalam Naila, 2008) 

pengertian peranan dan fungsi hutan, agro-

forestry, ketahanan pangan, dan pendapatan 

petani. Hutan mempunyai peranan penting 

dan strategis sebagai aset dan modal suatu 

bangsa terutama bila dilihat dari tiga aspek  

ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, dan 

lingkungan. Dipandang dari aspek ekonomi, 

hutan merupakan sumber devisa yang sangat 

penting, baik flora maupun faunanya. Se-

dangkan dari aspek sosial-kemasyarakatan, 

hutan merupakan sumber penghidupan yang 

telah membentuk tradisi dan budaya. Selan-

jutnya dari aspek lingkungan, hutan mem-

punyai fungsi hidrologis (pengatur tata air), 

penahan erosi, dan berfungsi sebagai paru-

paru dunia serta sebagai habitat keanekara-

gaman hayati. 

Hutan mempunyai multi manfaat dan 

multi fungsi. Manfaat hutan secara langsung 

diantaranya menggunakan kayu untuk ba-

han bangunan dan bahan bakar, serta berba-

gai keperluan lainnya (Salim, 2006). Fungsi 

hutan diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pengatur tata air dan menghambat erosi; da-

pat memberikan manfaat terhadap keseha-

tan dan keindahan; mendukung penciptaan 

lingkungan yang asri dan udara yang sangat 
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bersih; dapat mencegah terjadinya banjir.

Hasil penelitian Joseph (1995) mene-

mukan sistem nilai yang diterapkan dalam 

pemanfaatan lingkungan hutan. Pelestarian 

hutan sangat dipengaruhi oleh nilai luhur 

budaya lokal yang menunjukkan kearifan. 

Muspida (2008) melihat bahwa kearifan 

lokal menjadi unsur penting dalam penge-

lolaan hutan. Pembangunan hutan yang 

menghasilkan model pengelolaan diteliti 

oleh Ahmed dan Khan (1993), menggam-

barkan kegiatan pemanfaatan lahan hutan 

tidak hanya menghasilkan produk material 

namum juga memperhitungkan kelestarian 

hutan dan produknya. 

Isu kerusakan lingkungan dan perlu-

nya penataan maupun pengelolaan lingkun-

gan merupakan tema yang menarik untuk 

diteliti. Seperti yang dilakukan Sribudiani 

(2005) di Kecamatan Apit Kabupaten Siak 

Propinsi Riau. Hasil yang ditemukan adalah 

tingkat pemahaman penduduk dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan dan kearifan lokal. 

Tinjauan pusataka berikutnya terkait 

dengan bertani Pola Agroforestry, yang  

merupakan sistem pemanfaatan lahan se-

cara optimal berasaskan kelestarian ling-

kungan dengan mengusahakan atau meng-

kombinasikan tanaman kehutanan dan 

pertanian (perkebunan, ternak) sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian petani 

di pedesaan (Gautama, 2007:319). Agrofo-

restry merupakan sistem pengelolaan hutan 

dengan menerapkan pola budidaya tanaman 

kehutanan dengan tanaman pertanian, pe-

ternakan, perikanan pada unit lahan pada 

waktu yang sama maupun berurutan dengan 

tujuan peningkatan produktivitas lahan dan 

kelestarian hutan. Harapannya dapat berefek 

pada ketercukupan pangan dan berkontribu-

si pada pendapatan masyarakat petani hutan 

(Banowati, 2001; 2009). 

Fillius dalam Banowati (2001) menga-

takan bahwa sasaran dan tujuan pola agro-

forestry ditinjau dari aspek ekonomi antara 

lain meningkatkan efisiensi ekonomi, misal-

nya peningkatan pendapatan barang dan jasa 

menjadi tersedia untuk masyarakat yang be-

rasal dari sumberdaya negara yang terbatas; 

memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat 

miskin; meningkatkan stabilitas sosial, poli-

tik, ekonomi; mendorong peningkatan pen-

dapatan negara yang kelak digunakan untuk 

berbagai kebutuhan sosial.

Salah satu pengelolaan hutan yang 

melibatkan masyarakat dengan menggu-

nakan pola penanaman yaitu cara mengelola 

hutan dengan menerapkan pola penanaman 

campuran antara jenis tanaman kehutanan 

dan tanaman pertanian. Perum Perhutani 

telah lama melasanakan tumpang sari yaitu 

bekerja sama dengan masyarakat sekitar hu-

tan dengan melalui kontrak tanah hutan se-

bagai perwujudan pelaksanaan agroforestry 

(Banowati, 2001).

Sumber-sumber pustaka berikutnya 

terkait dengan pendapatan petani. Pendapa-

tan suatu wilayah sering digunakan sebagai 

indikator standar hidup daerah dihitung ber-

dasarkan semua pendapatan yang diterima 

penduduk yang mengambil bagian dari pro-

duksi ekonomi. Lucas dan Meyer 1990 (da-

lam Yeremias, 1995) jumlah pendapatan ini 

disebut PDB (Produk Domestik Bruto) yang 

apabila dibagi dengan jumlah penduduk 

dengan wilayah tersebut akan menghasilkan 

Produk Domesik Bruto per kapita. Jadi den-

gan demikian produk domestik bruto per ka-

pita dipengaruhi oleh pertumbuhan pendu-

duk (Yeremias, 1995 dalam Banowati 2001). 

Menurut Singarimbun (dalam Banowati 

2001) pendapatan adalah arus kesempatan 

untuk membuat pilihan diantara berbagai 

alternatif  penggunaan sumber-sumber yang 

langka.

Banowati (2001) mengemukakan  di 

pedesaan pada umumnya sumber pendapa-

tan rumah tangga berasal dari pendapatan 

yang berasal dari usaha tani (farm) dan pen-

dapatan dari luar usaha tani (off  farm). Ting-

kat pendapatan keluarga petani diperoleh 

juga dari kegiatan non usaha tani dari berba-

gai kombinasi antara lain buruh industri, jasa 

angkutan, dan non pertanian lain. Sumastuti 

(2009) berpendapat bahwa tinggi rendahnya 

tingkat pendapatan rumah tangga dipen-

garuhi oleh bermacam-macam, antara lain 

adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia 

dan luas lahan garapan. Apabila jumlah te-

naga kerja yang tersedia cukup tinggi, maka 

akan dialokasikan ke sektor lain. vaitu sektor 

non pertanian.
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 Pendapat Suryana (dalam Busyairi, 

2009) permasalahan utama dalam mewujud-

kan ketahanan pangan di Indonesia saat ini 

terkait dengan adanya fakta bahwa pertum-

buhan permintaan pangan yang lebih cepat 

dari pertumbuhan penyediaannya. Permin-

taan yang meningkat cepat tersebut merupa-

kan resultante dari peningkatan jumlah pen-

duduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

daya beli masyarakat dan perubahan selera. 

Sementara itu kapasitas produksi pangan na-

sional pertumbuhannya lambat bahkan stag-

nan disebabkan oleh adanya kompetisi da-

lam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air 

serta stagnannya pertumbuhan produktivitas 

lahan dan tenaga kerja pertanian. Sementara 

itu menurut Suyastiri (2008) pangan meru-

pakan komoditas yang penting dan strategis 

karena merupakan kebutuhan pokok dan pe-

menuhannya menjadi hak asasi bagi masya-

rakat Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan olehnya bahwa 

ketidakseimbangan pertumbuhan permin-

taan dan pertumbuhan kapasitas produksi 

nasional tersebut mengakibatkan adanya 

kecenderungan meningkatnya penyediaan 

pangan nasional yang berasal dari impor. 

Ketergantungan terhadap pangan impor ini 

terkait dengan upaya mewujudkan stabilitas 

penyediaan pangan nasional.

Perwujudan ketahanan pangan meru-

pakan tanggung jawab bersama antara pe-

merintah dan masyarakat, masing-masing 

tingkatan pemerintahan melaksanakan ke-

bijakan dan program ketahanan pangan dan 

penanganan masalah kerawanan pangan 

sesuai dengan mandat dan tupoksinya (Ari-

ningsih dan Rachman, 2008; Sudjatmoko, 

2009). Hal ini dipertegas oleh Abidin (2009) 

yaitu ketahanan pangan dapat terwujud 

apabila ketersediaan pangan didukung oleh 

peningkatan pendapatan petani, sehingga 

petani bergairah memproduksi pangan dan 

memperoleh keuntungan yang memadai. 

METODE PENELITIAN 

Kajian ini didasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap masyarakat peta-

ni desa hutan di Desa Semirejo dan Desa 

Klakah Kasian di Kecamatan Gembong Ka-

bupaten Pati. Penelitian dilakukan  dengan 

metode kualitatif  dengan tahap-tahap beri-

kut: Tahap Persiapan;  Tahap Pengumpulan 

dan Analisis Data;  dan Tahap Pembuatan 

Laporan. Pendekatan kualitatif   digunakan 

untuk memperoleh data dan analisnya ten-

tang kehidupan masyarakat dilihat dari nilai 

dan perilakunya dalam memanfaatkan lahan 

hutan. 

Lokasi kegiatan penelitian di wilayah 

Perhutani KPH Pati yang terletak di Keca-

matan Gembong tepatnya di Desa Semirejo 

dan Di Desa Klakah Kasian. Lahan hutan 

yang dikerjakan petani dari  Desa Semirejo 

merupakan lahan hutan produksi berupa hu-

tan jati sedangkan lahan hutan yang dikerja-

kan masyarakat Desa Klakah adalah hutan 

lindung berupa hutan yang tidak ditanami 

oleh Perhutani tetapi pengawasannya di ba-

wah perhutani.

Kelompok masyarakat yang menjadi 

sumber informasi untuk diwawancara terdiri 

atas petani desa hutan yang mengerjakan la-

han hutan PLDT, perangkat desa,  pengurus 

LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) 

dan unsur aparat Perhutani KPH Pati. Da-

lam penelitian juga dilakukan pengamatan 

di lokasi penelitian yaitu Desa Semirejo dan 

Desa Klakah serta lahan hutan yang dikerja-

kan oleh masyarakat desa hutan dari kedua 

desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Semirejo dan Desa Klakah Ka-

sian merupakan dua desa yang berdekatan 

dengan hutan di wilayah Perhutani KPH 

Pati Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. 

Bagi masayarakat di Desa Semirejo dan 

Desa Klakah Kasian, hutan di wilayah Per-

hutani KPH Pati Kecamatan Gembong Ka-

bupaten Pati merupakan sumber penghidu-

pan tambahan bagi kesejahteraan keluarga 

masyarakat desa tersebut. Masyarakat kedua 

desa tersebut memperoleh tambahan penga-

hasilan dari aktivitas yang dilakukan di hu-

tan wilayah Perhutani KPH Pati Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati. Keberadaan hu-

tan di wilayah Perhutani KPH Pati Kecama-

tan Gembong Kabupaten Pati tidak hanya 

memberikan kebermanfaat bagi perhutani 
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semata. Pengelolaan hutan sepenuhnya me-

mang dikerjakan oleh perhutani, namun da-

lam wilayah Perhutani KPH Pati Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati ini masyarakat 

sekitar turut serta memanfaatkan hutan un-

tuk berbagai kegiatan. Pemanfaatan hutan 

yang dilakukan oleh Perhutani maupun oleh 

masyarakat di Desa Semirejo dan Desa Kla-

kah tidak berlangsung tanpa sebab. Umum-

nya pengelolaan hutan di wilayah Perhuta-

ni menjadi monopoli tunggal pemerintah, 

namun dalam wilayah penelitian ini masy-

arakat turut serta dalam pengelolaan hutan. 

Pemanfaatan hutan yang dilakukan 

oleh masyarakat sekitar pada lahan PLDT 

di wilayah Perhutani KPH Pati Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati berupa pembu-

kaan lahan untuk kegiatan pertanian. Ber-

dasarkan hasil penelitian muncul beberapa 

bentuk perilaku masyarakat di sekitar hutan 

di wilayah Perhutani KPH Pati Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati dalam pemanfaa-

tan dan pengelolaan hutan, Pertama, Pem-

bukaan lahan dan kelanjutan pengelolaan 

lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat 

merupakan salah satu bentuk perilaku masy-

arakat dalam pemanfaatan hutan di wilayah 

Perhutani KPH Pati Kecamatan Gembong 

Kabupaten Pati. Awal pembukaan lahan hu-

tan yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Semirejo dan Desa Klakah Kasian sekitar 

hutan dilakukan secara ilegal diluar ijin dan 

pengetahuan Perhutani KPH Pati Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati. Awal mulainya 

perilaku masyarakat Desa Semirejo maupun 

Desa Klakah Kasian dalam pengelolaan hu-

tan dipicu oleh penjarahan yang terjadi di 

mana-mana pada saat kejatuhan rezim orde 

baru tahun 1998 ketika reformasi bergelora. 

Dampak anarkis yang menyertai proses awal 

reformasi menjalar kemana-mana hingga ke 

daerah-daerah seperti di Kabupaten Pati ini. 

Pada masa itu, masyarakat kedua desa mela-

kukan penjarahan hutan di Perhutani KPH 

Pati Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 

secara besar-besaran. Dampak penjarahan 

ini membuat hutan menjadi gundul. Perilaku 

yang ditunjukan oleh masyarakat kedua desa 

sekitar hutan di awal masyarakat mulai me-

manfaatkan dan mengelola lahan hutan se-

belum diberi ijin secara resmi oleh Perhutani 

KPH Pati Kecamatan Gembong Kabupaten 

Pati bersifat merusak hutan.

Proses penjarahan hutan yang dilaku-

kan oleh masyarakat kedua desa tidak hanya 

dalam bentuk kayu yang kemudian ditebang 

dan pada akhirnya membuat hutan menjadi 

gundul, penjarahan juga dilakukan dalam 

bentuk pengkaplingan lahan oleh masyara-

kat untuk lahan pertanian. Kapling lahan 

oleh masyarakat kedua desa dilakukan me-

lalui cara menentukan sendiri berapa luas 

borgan yang bisa dijadikan lahan bertani 

bagi petani penggarap atau dalam istilah lo-

kal disebut pesanggem tanpa campur tangan 

Perhutani. Pengkaplingan lahan pertanian 

oleh masyarakat pesanggem Desa Semirejo 

dan Desa Klakah Kasian dilakukan sesuka 

mereka sendiri tanpa menghiraukan aturan-

aturan yang berlaku di wilayah Perhutani 

KPH Pati Kecamatan Gembong Kabupaten 

Pati. Luas lahan yang dikapling-kapling oleh 

masyarakat pesanggem dilakukan dengan 

menentukan sendiri batas-batas dan luas la-

han yang akan mereka garap sendiri. Lahan 

milik Perhutani yang telah dijarah ataupun 

dikapling-kapling diberi istilah yang berbeda 

oleh kedua masyarakat di desa hutan terse-

but. Masyarakat di Desa Semirejo menyebut 

lahan yang dikapling-kapling hasil penja-

rahan pada watu itu dengan nama sebutan 

lahan borgan. Sedangka bagi masyarakat di 

Desa Klakah Kasian lahan penjarahan yang 

telah dikapling-kapling untuk lahan pertani-

an petani disebut dengan istilah lahan bos.

Kondisi yang terjadi pada masa transi-

si reformasi tahun 1998 di masyarakat sekitar 

hutan wilayah Perhutani KPH Pati Kecama-

tan Gembong Kabupaten Pati sungguh san-

gat ironis. Pasalnya penjarahan kayu yang 

dilakukan oleh kedua masyarakat di sekitar 

hutan wilayah Perhutani KPH Pati Kecama-

tan Gembong Kabupaten Pati pada masa 

transisi reformasi tahun 1998  tidak serta 

merta membuat masyarakat kedua desa ter-

sebut menjadi kaya, masyarakat tidak men-

dapat keuntungan atau hasil apa-apa dari 

kayu jarahan tersebut. Justeru yang men-

dapatkan keuntungan dari hasil penjarahan 

kayu pada waktu itu adalah masyarakat di 

luar Kabupaten Pati yang mampu meman-

faatkan kayu untuk memperkaya diri.
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Kedua, bentuk perilaku masyarakat 

dua desa disekitar hutan wilayah   Perhutani 

adalah pemanfaatan lahan hutan untuk ber-

tanam. Penjarahan hutan yang dilakukan pe-

tani dilanjutkan dengan pengelolalan lahan 

perhutani oleh masyarakat untuk bertanam. 

Lokasi PLDT di Desa Semirejo digunakan 

untuk bertanam ketela, padi, jagung dan 

palawija. Masyarakat Desa Klakah meman-

faatkan untuk bertanam kopi dan kapulo-

go serta tanaman buah-buahan. Perlahan 

penjarahan yang terjadi pada masa transisi 

reformasi disikapi oleh Perhutani KPH Pati 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati den-

gan lebih persuasif. Sikap Perhutani KPH 

Pati Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 

dalam menyikapi realitas itu adalah dengan 

membuat peraturan bagi masyarakat yang 

telah mengkapling-kapling lahan perhutani 

menjadi lahan pertanian. Kebijakan yang 

dibuat oleh Perhutani KPH Pati Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati sifatnya saling 

menguntungkan kedua belah pihak. Kebi-

jakan itu berupa aturan jenis tanaman yang 

boleh ditanam oleh para pesanggem. 

Bagi pesanggem di Desa Semirejo, 

Perhutani KPH Pati Kecamatan Gembong 

Kabupaten Pati menetapkan jenis tanaman 

yang boleh ditanam di lahan PLDT adalah 

tanaman palawija seperti jagung, padi gogo, 

dan kacang. Aturan lainnya adalah para pe-

sanggem di Desa Semirejo tidak boleh ber-

tanam ketela di sekitar tanaman jati yang 

masih kecil karena dianggap terlalu banyak 

makan unsur hara dalam tanah. Perhutani 

KPH Pati Kecamatan Gembong Kabupa-

ten Pati memberikan keleluasaan bagi para 

pesanggem cara pemanfaatan lahan untuk 

pertanian, tetapi tetap dipantau oleh per-

hutani. Berbeda dengan lahan hutan yang 

dikelola oleh pesanggem di Desa Semirejo, 

hutan milik negara yang di Desa Klakah 

Kasian dimanfaatkan oleh masyarakat un-

tuk berkebun kopi yang kemudian lahan 

perkebunan itu disebut lahan bos. Perhutani 

KPH Pati Kecamatan Gembong Kabupaten 

Pati hanya mengijinkan para pesanggem di 

Desa Klakah Kasian menanam dan menge-

lola tanaman buah. Aturan yang dibuat oleh 

Perhutani KPH Pati Kecamatan Gembong 

Kabupaten Pati ini ditujukan untuk penghi-

jauan. 

Lahan bos dimanfaatkan oleh para 

pesanggem dari Desa Klakah Kasian untuk 

bertanam kopi yang akarnya kuat dan ta-

namannya tahan lama dalam artian berumur 

panjang agar dapat menopang tanah guna 

menjaga agar lereng berbukit yang miring  ti-

dak longsor. Pohon  induk yang mengayomi 

pohon kopi adalah pohon dadap serep dan 

atau lamtoro dan tanaman pengayom lain-

nya dapat menjaga sumber mata air. Pohon 

durian yang ditanam oleh pesanggem bisa 

tumbuh setinggi pohon dadap serep. Semen-

tara itu lahan perhutani untuk PLDT yang di-

kelola masyarakat sebagai lahan pertanian di 

Desa Semirejo dan Desa Klakah Kasian san-

gat dibutuhkan oleh pesanggem untuk berco-

cok tanam guna menyambung dan memenu-

hi kebutuhan hidup. Ada perbedaan dalam 

memanfaatkan lahan hutan milik perhutani 

yang disebabkan oleh perbedaan jenis hutan 

dan keadaan lahan hutan. Hutan di Desa Se-

mirejo adalah hutan produksi yang berupa 

hutan jati. Pada umumnya kemiringan lahan 

di hutan jati di Desa Semirejo kurang dari 

15 derajat. Di hutan tersebut Perhutani KPH 

Pati Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 

memberikan ijin kepada petani bertanam pa-

lawija, ketela pohon, dan padi.

Pesanggem  di Desa Semirejo berta-

nam di bawah tegakan pada lahan seluas 

2500 m
2

 hingga 2 ha. Perhitungan hasil ber-

tanam tanaman per ha dapat digambarkan 

sebagai berikut: Pendapatan dari bertanam 

ketela dapat dihitung sebagai berikut. Per 

ha ketela dapat menghasilkan 1 ton dan per 

kg harga ketela sekitar Rp 2000,00. Dengan 

demikian hasil kotor per ha adalah sebesar 

Rp 2.000.000,00 selama 9 bulan. Hasil berta-

nam kacang tanah per ha sekitar   2000 kg (2 

ton). Harga  per kg di tingkat petani sekitar 

Rp 4000,00 sampai dengan Rp. 5000,-. Pen-

dapatan dari bertanam kacang tanah dengan 

demikian  sebesar Rp. 8.000.000,00 sampai 

dengan Rp. 10.000.000,- dengan masa pa-

nen tiga bulan. Pendapatan dari kacang ta-

nah sebesar itu jika hasil panen bagus, tetapi 

jika jelek hanya memperoleh 500 kg atau 5 

kwintal hingga 600 kg atau 6 kwital dengan 

harga sekitar Rp. 2.000.000.00 sampai Rp. 
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3.000.000,00. Hasil bertanam padi gogo per 

ha sekitar 700 kg atau 7 kwintal dan per kg 

harganya sekitar Rp. 2000,00. Dengan demi-

kian pendapatan kotor dari menanam padi 

gogo per ha sekitar sebesar Rp. 2.400.000,00 

selama masa tanam tiga bulan. Keuntungan 

yang diperoleh pesanggem setidaknya men-

jadi pemicu ketahanan pangan dapat terea-

lisir sebagaimana pernyataan Abidin (2009) 

bahwa ketahanan pangan dapat terwujud 

apabila ketersediaan pangan didukung oleh 

peningkatan pendapatan petani, sehingga 

petani bergairah memproduksi pangan dan 

memperoleh keuntungan yang memadai

Dibandingkan jenis tanaman lain ber-

tanam ketela pohon hasilnya lebih rendah. 

Meskipun  bertanam ketela hasilnya lebih 

rendah namun petani dapat memanfaat-

kan hasil dari daun, kayu dan kulit kayu-

nya, daun muda untuk di sayur, daun yang 

tua dan kulit batang untuk ternak kambing 

etawa serta batangnya untuk kayu bakar. 

Tanaman jagung pada umumnya tidak di-

lakukan dalam skala luas, melainkan hanya 

untuk selingan saja. Meskipun hasil tersebut 

tergolong kecil namun bagi sebagian  masya-

rakat petani desa yang tidak memiliki lahan 

sendiri, PLDT sangat penting. Untuk meme-

nuhi kebutuhannya petani melakukan usaha-

usaha lain.  

Suatu perbandingan jika lahan PLDT 

digunakan untuk tanaman di luar palawi-

ja diteliti pula petani penggarap lahan dari 

Desa Klakah Kasian yang mengelola lahan 

antara 1 – 2 ha. Tanaman utama yang di-

budidayakan petani penggarap lahan di ba-

wah tegakan  oleh petani dari Desa Klakah 

Kasian adalah  kapulaga dan kopi. Tanaman 

kapulaga merupakan salah satu jenis ta-

naman rimpang yang usia hidupnya hingga 

10 tahun dan dapat dipanen tiga kali dalam 

satu tahun. Petani mendapatkan bibit kapu-

laga dari daerah Secang dan Ambarawa den-

gan harga RP. 300,00 – Rp. 500,00. Harga 

jual satu kilogram kapulaga mencapai Rp. 

40.000,00 dalam keadaan kering. Tanaman 

kapulaga dapat di panen sesudah berumur 

2 tahun. Untuk penanaman dan perawatan-

nya, kapulaga  lebih mudah dan hargany-

apun lebih mahal dibandingkan kopi. 

Perhitungan hasil tanaman kapulaga 

yang ditanam di area seluas 1000 m persegi 

akan mampu menghasilkan 1 kw. Tiap satu 

ha dengan demikian dapat menghasilkan 1 

ton/pertahun. Jika harga kapulogo dalam 

keadaan baik (harga tinggi) maka harga 1 

ton kapulogo adalah 1000 x Rp. 40.000,- = 

Rp. 40.000.000,00  pertahun. Di samping 

kapulaga jenis tanaman lainnya yang dita-

nam petani dari Klakah Kasian  adalah ta-

naman kopi. Perhitungan hasil usaha kopi 

dari masyarakat sebagai berikut. Harga satu 

kilogram kopi kering yang sudah tidak ada 

kulitnya Rp. 13.000,00. Kopi dapat dipanen 

satu tahun sekali. Jika  lahan seluas 2 ha di-

tanami 2000 pohon dan tiap pohon mengha-

silkan 2 kg kopi maka hasil bertanam kopi 

sekitar 4000 kg atau 4 ton. Jika satu ton  kopi 

dibeli dengan harga Rp. 13.000.000,00 maka 

harga panenan bertanam kopi sekitar 4 x Rp 

13.000,00 = Rp. 52.000.000,00. 

Berdasarkan perbandingan dalam me-

manfaatkan lahan di bawah tegakan petani 

di Desa Semirejo dan Klakah Kasian me-

nunjukkan konstribusi pemanfaatan lahan 

di bawah tegakan dari budidaya kopi dan 

kapulogo lebih besar yang didapat oleh ma-

syarakat di Desa Klakah Kasian dibanding-

kan yang didapat dari budidaya palawija dan 

padi yang dilakukan masyarakat di Desa Se-

mirejo. Oleh karena  masyarakat Desa Semi-

rejo mengelola lahan berupa lahan hutan jati 

yang merupakan hutan produksi mereka ti-

dak memungkinkan bertanam kopi tetapi be-

lum memiliki pemikiran dan jaringan untuk 

bertanam jenis tanaman kapulogo. Masyara-

kat Klakah Kasian mengerjakan lahan hutan 

lindung yang tidak memungkinkan ditanami 

tanaman ketela pohon, padi ataupun pala-

wija sehingga bertanam kopi dan kapulogo. 

Pendapatan dari bertanam di lahan tega-

kan, masyarakat Desa Klakah mendapatkan 

konstribusi lebih besar. Untuk meningkatkan 

penghasilan masyarakat petani penggarap 

lahan hutan jati di Desa Semirejo mereka 

perlu diperkenalkan dengan tanaman jenis 

kapulogo.

Ketiga, adalah menjaga kelestarian hu-

tan. Dengan adanya ijin menggarap lahan 

gundul di hutan, secara otomatis masyarakat 

juga turut memelihara dan menjaga kelesta-

rian hutan. Alfitri (2006) mengatakan bahwa 
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peran aktif  masyarakat dalam memeliha-

ra kelestarian hutan juga menjadi hal yang 

sangat penting dalam konservasi hutan. Izin 

mengerjakan lahan borgan ataupun bos dari 

Perhutani KPH Pati Kecamatan Gembong 

Kabupaten Pati mengajak masyarakat untuk 

turut memelihara dan bertanggung jawab 

atas kelestarian hutan. Di Desa Semirejo ta-

naman jati dapat tumbuh lebih subur karena 

turut mendapatkan pupuk yang digunakan 

petani untuk tanaman pertaniannya.

Pohon jati di Desa Semirejo maupun 

pohon buah berkayu keras sebagai tegakan 

di Desa Klakah Kasian yang masih muda 

ikut mendapatkan aliran air yang digunakan 

oleh petani untuk mengairi tanaman perta-

niannya dari aliran sungai. Pada saat men-

galirkan air untuk tanaman kacang, jagung, 

ketela pohon, padi dan sebagainya air dialir-

kan ke tanaman mereka secara periodik se-

hingga tanaman dapat tetap tumbuh dengan 

subur. Hal tersebut tentu turut menyuburkan 

pula tanaman jati dan tanaman buah muda 

hasil reboisasi. Dalam menjaga kelestarian 

hutan, pesanggem membersihkan daun-

daun kering dari pohon jati yang berjatuhan. 

Mereka menjaga dari kemungkinan terjadi 

kebakaran hutan. Oleh karena itu, petani 

yang membakar daun jati kering membakar 

di tempat yang terlokalisir. 

 Keempat, masyarakat menjaga ke-

amanan hutan. Penduduk sekitar hutan jati 

menjadi turut bertanggungjawab terhadap 

keberadaan hutan jati dari penjarah hutan. 

Satu pohon jati di hutan yang diganggu pen-

jarah akan diusut oleh masyarakat. Penjarah 

akan dicari dan ditangkap untuk di proses se-

cara hukum. Sikap masyarakat tersebut juga 

didukung oleh kepala desa setempat. Menu-

rut Triyono, kepala Desa Semirejo pendu-

duk yang mencuri kayu akan ditangkap dan 

diproses secara hukum agar mereka tidak 

mengulanginya lagi dan juga sebagai perin-

gatan untuk warga yang lain.  

Sebelum ada borgan dan LMDH, ma-

syarakat merasa sama-sama membutuhkan 

dalam artian “dia bisa mengambil borgan, 

saya juga bisa mengambil”. Sehingga bany-

ak terjadi pencurian kayu dan penjarahan. 

Namun, setelah borgan dikoordinir oleh 

LMDH sehingga masyarakat bisa meman-

faatkan hutan untuk bertani. LMDH yang 

menaungi para pesanggem pengawasi ja-

lannya penggarapan lahan hutan yang di-

jadikan lahan pertanian oleh masyarakat. 

Dengan adanya pengawasan dan kerja sama 

antara petani dengan LMDH kerusakan hu-

tan menjadi 0%, hubungan antara masyara-

kat, aparat, perhutani menjadi semakin baik 

dan semua elemen tersebut menjadi satu 

kesatuan dalam menjaga keamanan hutan. 

Jika dulu pengawasan hanya dilakukan oleh 

perhutani melalui mandor  atau mantri hu-

tan, sekarang  semua pihak ikut mengawasi 

termasuk pesanggem yang memanfaatkan 

hutan sebagai lahan pertanian. Dan jika pe-

sanggem ingin menebang pohon jati di bor-

gan mereka maka harus ijin melalui LMHD 

dan perhutani. Misalnya sistem penjaran-

gan, yaitu menjarangkan penanaman pohon 

jati dengan menebang pohon jati yang beng-

kok. Hasil penjualan jati dengan sistem pen-

jarangan ini sebagian diberikan kepada pe-

sanggem, LMDH dan Perhutani KPH Pati 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Pen-

jarangan terakir dilakukan pada tahun 2007.

Kelima, mengembangkan kelemba-

gaan. Perilaku masyarakat desa hutan ter-

hadap pemanfaatan lahan di bawah tegakan 

berpengaruh pada pengembangan kelemba-

gaan yang sangat positif. Bentuk tanggapan 

masyarakat sekitar terhadap PLDT berwu-

jud dalam pengembangan kelembagaan da-

pat dilihat pada gejala berikut: kesediaan 

petani menjadi anggota organisasi kelompok 

tani dan pembentukan organisasi LMDH. 

Untuk meningkatkan hubungan dan kerja-

sama antara petani lahan borgan dan Perhu-

tani maka dibentuk kelompok tani. Keang-

gotaan petani pesanggem lahan borgan di 

Desa Semirejo mencapai sekitar 150 orang. 

Jumlah petani pesanggem tersebut relatif  be-

sar jika melihat jumlah warga di Kelurahan 

Semirejo yang berjumlah 10.902 jiwa. Lahan 

yang dikerjakan oleh petani tidak sama anta-

ra luas dan penggunaannya. Ada yang me-

miliki lahan relatif  luas dan ada yang relatif  

sempit. Tanaman yang diproduksi petani an-

tara lain jagung, kacang, padi dan ada pula 

yang bertanam ketela pohon. Hal itu sesuai 

dengan kopndisi lahan masing-masing. Agar 

penggunaan lahan terkendali maka perlu ada 
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organisasi petani yang menjadi sarana ko-

munikasi antar petani, antara petani dengan 

LMDH dan petani dengan pihak Perhutani. 

Pemilikan hak mengelola lahan tani 

dapat beralih kepada orang lain dengan cara 

diwariskan kepada anaknya atau dijual hak 

pengelolaannya kepada petani lain. Kelom-

pok tani yang ada di desa Semirejo diorga-

nisasikan dan mereka sering melakukan 

pertemuan intern, dan antara petani dengan  

perhutani. Melalui kelompok tani program-

program Perhutani yang perlu diketahui 

masyarakat dapat segera disosialisasikan 

kepada masyarakat. Kelompok tani sering 

mendapatkan pengarahan dari pihak perhu-

tani. Berbagai tanaman yang boleh dan tidak 

boleh ditanam, jarak tanaman petani dengan 

tanaman inti dan partisipasi petani memeli-

hara tanaman inti. Petani mengaku mereka 

bersedia membantu kepentingan Perhutani 

dan mengindahkan saran dan peraturan-pe-

raturan perhutani.

Pesanggem di Desa Semirejo yang me-

manfaatkan lahan hutan produksi kelompok 

tani diberi hak ikut mendapat bagian dari 

hasil keuntungan Perhutani. Besaran keun-

tungan dan sistem pembagiannya kepada 

masing-masing petani ditentukan sesuai ke-

sepakatan bersama antara Perhutani dan Pe-

tani. Dengan demikian petani mendapatkan 

keuntungan dari menggunakan lahan diba-

wah tegakan secara cuma-cuma, mendapat-

kan bantuan dari fee Perhutani dan bantuan 

lainnya dalam bentuk penyuluhan atau pela-

tihan kepada masyarakat Desa Hutan. Peta-

ni yang mengerjakan lokasi PLDT dari Desa 

Klakah Ksian tidak mendapatkan upah hasil 

hutan karena hutan yang dikerjakan bukan 

lahan hutan produksi. Hubungan kelompok 

tani dan Perhutani lebih berkaitan dengan 

pembinaan petani dalam memanfaatkan la-

han hutan. 

Agar hutan tetap terjaga, dibentuklah 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 

LMDH merupakan organisasi yang bersi-

fat independen. Sebagai suatu organisasi 

LMDH memiliki peran penting, yaitu peng-

hubung antara perhutani dan masyarakat 

desa.  LMDH menjalankan tugas melakukan 

kegiatan yang dapat membantu pemerintah 

dalam menjaga dan melestarikan hutan den-

gan melibatkan unsur masyarakat. Menurut 

Wahid (2008) sifat lokal yang mendominasi 

dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 

yang melibatkan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat adalah kegotongroyongan, ke-

bersamaan, dan kekeluargaan. Sebagai orga-

nisasi yang membantu pemerintah LMDH 

mendapatkan hak berupa fee dari perhutani 

yang besarnya sesauai ditentukan pihak per-

huitani.

Sebelum terbentuk LMDH, Pemda se-

tempat memberlakukan pajak, tetapi penja-

rahan tetap berlangsung. Demikian juga den-

gan lahan pertanian, sehingga dibentuklan 

LMDH sebagai solusi dari penjarahan hutan 

yang berdiri secara independen. LMDH dan 

Pemda Pati memberlakukan kebijakan kepa-

da masyarakat yaitu memberikan ijin untuk 

bertani di lahan gundul dengan konsekuensi  

bertanggungjawab terhadap tempat yang di-

garap dan tanaman tegakan yang tumbuh di 

lahan borgan. Dengan demikian maka dari 

mulai Perhutani, desa, LMDH hingga masy-

arakat diuntungkan. Perhutani dapat melaku-

kan reboisasi, pesanggem dapat menggarap 

lahan secara gratis, LMDH juga mendapat 

pemasukan, dan desa juga diuntungkan den-

gan mendapatkan fee hasil jual kayu yang 

dilakukan oleh perhutani. Dengan cara ini, 

semua pihak akhirnya sama-sama menjaga 

kelestarian hutan agar tetap hijau. Sebagia-

man yang dikatakan Joseph (1995) kebera-

daan LMDH merupakan sistem nilai yang 

dikonstruksikan secara kelembagaan antara 

beberapa pihak terkait dengan pemanfaatan 

lingkungan hutan sekaligus pelestarian hu-

tan. Model ini juga mengedepankan nilai 

luhur budaya lokal yang menunjukkan keari-

fan dalam memanfaatkan dan berbagi antara 

manusia dan manusia serta manusia dengan 

alam. Muspida (2008) melihat bahwa keari-

fan lokal menjadi unsur penting dalam pen-

gelolaan hutan.

Sistem borgan saat ini baru berlang-

sung satu periode jadi belum ada sistem wa-

ris, demikian halnya dengan LMDH. Pen-

gelolaan borgan dapat diwariskan kepada 

anggota keluarga pesanggem, sama halnya 

dengan kepengurusan LMDH yang dapat 

diwariskan kepada anak pengurus. Pemasu-

kan kas LMDH berasal dari penebangan jati 
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di hutan yang dijual oleh perhutani dan sha-

ring sebesar Rp. 75.000.000,00. Dari uang 

tersebut LMDH diantaranya digunakan un-

tuk membeli kambing etawa sebanyak enam 

ekor yang akan diberikan kepada pesanggem 

borgan dengan cara diundi. Kambing etawa 

harus dirawat dengan baik sampai beranak, 

yang nantinya salah satu anak kambing ha-

rus dikembalikan kepada LMDH untuk 

diundi kembali. 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat 

ada kesesuaian pengembangan lahan PLDT 

bagi petani desa hutan. PLDT dapat menja-

di cara meningkatkan peranan  dan fungsi 

hutan sebagai aset dan modal suatu bangsa 

terutama bila dilihat dari tiga aspek  ekono-

mi, sosial dan kemasyarakatan, dan lingkun-

gan. Hutan melalui Program PLDT dapat 

menjalankan fungsi sosial sebagai sumber 

penghidupan yang telah membentuk tradisi 

dan budaya. PLDT juga menjadikan hutan 

mempunyai fungsi hidrologis (pengatur tata 

air), penahan erosi, dan berfungsi sebagai 

paru-paru dunia serta sebagai habitat keane-

karagaman hayati seperti dikatakan Suebu. 

Hutan yang menjadi PLDT terbukti 

mempunyai multi manfaat dan multi fungsi. 

Di KPH Pati manfaat hutan secara langsung 

diantaranya mengembangkan sistem nilai 

seperti dikatakan Joseph (1995) nilai luhur 

budaya lokal yang menunjukkan kearifan, 

sehingga dapat memunculkan model pen-

gelolaan hutan menggambarkan kegiatan 

pemanfaatan lahan hutan tidak hanya meng-

hasilkan produk material namum juga mem-

perhitungkan kelestarian hutan dan produk-

nya seperti yang dikemukakan oleh Ahmed 

dan Khan (1993). 

PLDT di KPH Pati juga menunjukkan 

seperti gejala yang ditemukan oleh Sribudia-

ni (2005) di Kecamatan Apit Kabupaten Siak 

Propinsi Riau bahwa pengelolaan hutan di-

pengaruhi oleh kearifan lokal. Agroforestry 

dalam bentuk PLDT di KPH Pati dapat di-

gunakan untuk menerapkan pola budidaya 

tanaman kehutanan dengan tanaman perta-

nian pada unit lahan dan  pada waktu yang 

sama maupun berurutan dengan tujuan pe-

ningkatan produktivitas lahan dan kelestari-

an hutan yang berkontribusi pada pendapa-

tan masyarakat petani hutan  sebagaimana 

yang diharapkan pihak Perum Perhutani. 

Pelaksanaan PLDT praktis mendu-

kung pengertian bahwa sasaran dan tujuan 

pola argoforestry ditinjau dari aspek ekono-

mi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, 

berupa peningkatan pendapatan barang dan 

jasa; memperbaiki kondisi ekonomi masya-

rakat miskin; meningkatkan stabilitas sosial 

untuk berbagai kebutuhan sosial seperti di-

katakan Fillius dalam Banowati (2001). Pe-

laksanaan PLDT ini juga memberikan ke-

sempatan masyarakat berpartisipasi secara 

kelembagaan dengan sistem yang dibangun 

melalui LMDH. Sistem ini secara tidak lang-

sung mendekatkan masyarakat dalam upaya 

perlindungan dan pelestarian hutan. Hal ini 

didukung oleh Kusdamayanti (2008) bahwa 

keberhasilan pengelolaan hutan berbasis ma-

syarakat terletak di tangan masyarakat, yang 

salah satunya ditunjukkan dari seberapa be-

sar keinginan masyarakat untuk berpartisi-

pasi di dalamnya. 

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 1) Perilaku penduduk seki-

tar lingkungan hutan ditunjukkan dengan 

hal-hal berikut: (a) Membuka lahan; (b) Me-

manfaatkan Lahan Hutan untuk Pertanian; 

(c) Menjaga Kelestarian Hutan; (d) Menja-

ga Keamanan Hutan; 2) Pemanfaatan lokasi 

PLDT berpengaruh pada kelembagaan da-

lam masyarakat petani desa hutan berikut: 

terbentuknya organisasi kelompok tani dan 

organisasi LMDH; 3) Telah dikembangkan 

tanaman PLDT ramah lingkungan yang  

terdiri atas tanaman kapulogo, kopi serta 

tanaman buah di hutan lindung yang diker-

jakan petani dari Desa Klakah Kasian tetapi 

belum dilakukan oleh petani Desa Semirejo 

yang masih berkonsentrasi pada tanaman 

pangan yang terdiri atas  kacang tanah, padi, 

jagung, dan ketela pohon di hutan jati Semi-

rejo. Dari fenomena tersebut maka peman-

faatan lahan di bawah tegakan perlu terus 

dilakukan sebagai solusi melakukan pening-

katan perekonomian dan upaya pelesatari-

an hutan; tanaman yang  ditanam di lahan 

PLDT perlu memperhatikan jenis hutan pro-

duksi dan hutan lindung, ukuran tanaman 
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serta kondisi lahan hutan terutama kemi-

ringan.  Di hutan produksi tanaman PLDT 

harus merupakan tanaman yang tidak meng-

ganggu pertumbuhan pohon tegakan hutan 

dan tidak menimbulkan terjadinya longsor. 

Tanaman pertanian di bawah tegakan di hu-

tan lindung tidak harus mempertimbangkan 

faktor mengganggu pertumbuhan tanaman 

tegakan tetapi terutama menjaga kelestarian 

hutan; dan perlu dikenalkan tanaman yang 

sesuai yang dapat meningkatkan perekono-

mian petani yang sesuai dengan lahan hutan, 

mudah perawatan, dan memiliki pasar serta 

menguntungkan secara ekonomi. PLDT me-

rupakan sebuah model yang dapat dikem-

bangkan ditempat lain untuk mengefektif-

kan partisipasi masyarakat dalam hubungan 

yang kompleks disekitar hutan di wilayah 

perhutani. Melalui penerapan model ini 

masyarakat akan belajar bagaimana men-

gidentifikasi masalah, memecahkan masa-

lah, merumuskan rencana dan membentuk 

organisasi melalui proses yang demokratis 

(Tikson, 2000:49).
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